BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Perlindungan hukum terhadap notaris yang diduga melakukan
pelanggraran kode etik sudang diatur dalam Undang-undang Jabatan
Notaris dan Kode Etik Notaris yang tertuang dalam Peraturan Menteri
Hukum dan HAM Nomor 15 Tahun 2020 tentang tata cara pemeriksaan
majelis pengawas yaitu berupa upaya hukum pembelaan diri dan upaya
hukum banding adminitratif.

2. Perlindungan hukum terhadap notaris yang diduga melakukan pelanggran
kode etik belum efektif karena upaya hukum banding adminitratif belum
dapat terlaksana, notaris yang diduga melakukan pelanggran kode etik
belum mau menggunakan haknya berupa upaya hukum adminitratif karena
sanksi yang diberikan dianggap ringan sehingga notaris tidak perlu untuk
menggunakan haknya yang lain untuk melakukan upaya hukum

adminitratif.

B. Saran

1. Perlu adanya pengkajian ulang dalam penegakan kode etik dan
perlindungan hukum untuk notaris yang diduga melakukan pelanggaran
kode etik untuk mencapai tujuannya.

2. Sebaiknya dalam proses penegakan hukum terhadap pelanggaran kode etik
harus ada standar penyelenggaraan terhadap sidang kode etik yang baku
sehingga dapat memberikan perlindungan hukum baik bagi notaris yang
diduga melakukan pelanggaran kode etik maupun masyarakat yang merasa

dirugikan akibat tindakan menyimpang dari Notaris tersebut.



